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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR l TAHUN 2OO5
TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BIS MILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Merr imbang

WALIKOTA LANGSA,

a.  bahwa untuk menindaklanjut i  Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran,  Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 dan
sehubungan dengan adanya perubahan kebi jakan pemer intah Kota Langsa dalam
menentukan besaran penghasi lan dan tun jangan kesejahteraan p impinan dan
anggota DPRK Langsa yang d isesuaikan dengan kebutuhan saat  in i  d ipandang per lu
mengatur  kembal i  besaran penghasi lan dan tun jangan kesejahteraan p impinan dan
anggota DPRK Langsa d imaksud;

b.  bahwa untuk maksud tersebut  d i  a tas per lu  merev is i /merubah Peraturan Wal ikota
Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasi lan dan
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota
La ngsa;

c.  bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada huruf  a  dan huruf  b
d i  a tas per lu  menetapkan dalam suatu peraturan.

1.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler  (Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor43,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
4110) :

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4383) ;

4.  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan Undang Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5.  Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan Antara
Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Mengingat

6. Undans'Undana../1,



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor l-1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran

Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majel is Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2OA4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44L6)

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2l- Tahun 2OO7(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1.40, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);
L0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l- Tahun 2007 tentang Pengelompokkan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Peruakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi insentif  dan dana

Operasional;
L2.Qanun Kota Langsa Nomor l  Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penryakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 5 seri E) sebagaimana telah diubah

beberapa kali  terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 8);

13.Qanun Kota Langsa Nomor L Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan

Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 201-0

Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WAUKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN

2OO5 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor l- Tahun 2005 tentang

Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Besarnya tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(L) termasuk biaya General Chek Up bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Langsa beserta keluarga yaitu suami/istri beserta 2 (dua)

orang anak yang besar perbulannya Rp. 30.500.000,- (t iga puluh juta l ima ratus

ribu rupiah) atau setahunnya Rp. 366.000.000 (t iga ratus enam puluh enam juta

rupiah) .
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Pakaian Sipi l  Harian (PSH) disediakan 2 (dua) Pasang dalam satu tahun yaitu

sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang.

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun

sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus r ibu rupiah) per orang'
yaitu

c. Pakaian Dinas ..1fu



Pakaian Dinas Har ian Lengan Panjang (PDHLP) d isediakan 1(satu)  pasang dalam
satu tahun yai tu  sebesar  Rp.  1.400.000,  (satu ju ta empat  ratus r ibu rupiah)  per
o rang .

3.  Diantara BAB I I I  dan IV d i tambah 1 (satu)  BAB dan 1 (satu)  Pasal  yakni  BAB I I I  A dan
Pasal  9  A sehingga berbunyi  :

BAB III A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9 A

(1)  Ketentuan Pasal  7  Peraturan Wal ikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Penetapan Besarnya Penghasi lan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah Kota Langsa d iber lakukan sejak
tarrggal  1  Januar i  2010 sampai  dengan tanggal  31 Desember 2010.

(2)  Ketentuan sebagaimana d imaksud pada Pasal  I  angka 1 dan angka 2 Peraturan
in i  d ibayar  terh i tung se jak tanggal  1  Januar i  2010.

Pasal II

Peraturan in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
Agar  set iap orang mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Peraturan in i
dengan penempatannya dalam Ber i ta  Daerah Kota Langsa.

Di te tapkan d i
pada tanggal

WALI

4\L-zu

Langsa
18 Mei  2010 M
4  Jumad i l  Akh i r  1431  H

TA LANGSry

Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal  18 Mei  2010 M

4  Jumad i l  Akh i r  1431  H

-49, SEKR

Pembina Utama Madya
NIP.  19560709 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2O1O NOMOR 260

DAERAH KOTA LANGSA,


